
HUJAN yang mengguyur Aus-
tra lia secara berkepanjangan 
mengakibatkan banjir di kawa-
san pesisir timur laut Australia, 
kemarin. Bencana banjir terbu-
ruk sepanjang sejarah Australia 
itu melumpuhkan lebih dari 20 
kota di Negara Bagian Queens-
land yang luas wilayahnya me-
lebihi Prancis dan Jerman.

Bendahara Negara Bagian 
Queensland, Andrew Fraser, 
menyatakan kerugian akibat 
banjir diperkirakan mencapai 
lebih dari US$980 juta. 

Banjir yang melanda sebagian 
besar wilayah Queensland, 
peng hasil batu bara dan pertani-
an, membuat perekonomian 
‘Negeri Kanguru’ terpukul.

Hingga kemarin, air setinggi 
9 meter masih membanjiri wila-
yah Rockhampton yang terletak 
di sekitar 600 kilometer di sebe-
lah utara ibu kota Queensland, 
Brisbane. Akibatnya, akses me-
nuju kota berpenduduk 77 ri-
bu jiwa itu putus total karena 
jalan-jalan dari selatan menuju 
barat ditutup. 

Wali Kota Rockhampton, 
Brad Carter, menyatakan banjir 
membuat sedikitnya 40% kota 
porak-poranda. Pemerintah se-
tem pat juga menutup bandara 
untuk penerbangan komersial. 

Pemerintah Australia menge-
rahkan Royal Australian Air 
Force untuk mengangkut ten-

da-tenda darurat dan bahan 
bantuan lainnya menuju pusat 
pengungsian warga.   

Biro Meteorologi Australia 
me ngatakan puncak ketinggian 
air diramalkan bisa mencapai 9,4 
meter pada Rabu mendatang.

Kendati hujan sudah berhenti, 
air dari kota meluncur cepat ke 
wilayah pesisir tanpa terben-
dung sehingga menyebabkan 
banjir. Carter mengungkapkan 

pihaknya berupaya menghalau 
luapan air dengan kantong-
kantong pasir, tetapi volume 
air sungai meningkat tajam di 
luar dugaan.

Dari udara, banjir menutupi 
areal persawahan dan sebagian 
besar wilayah Queensland. 
Atap dan pucuk pepohonan 
yang dikelilingi air berwarna 
cokelat tampak dari kejauhan. 
(Mps/Reuters/AP/X-6)

ARYO BHAWONO

TENSI politik tahun 
ini semakin panas se-
bab para elite partai 
tak segan-segan saling 

sikut. Selain fokus pada pemba-
hasan undang-undang politik, 
elite partai juga mulai sibuk 
memoles calon presiden.

Rivalitas elite itu bermuara 
pada kepentingan pragmatis 
saat Pemilihan Presiden (Pil-
pres) 2014. Alasannya, kata 
Di rektur Eksekutif Charta Poli-
tika Yunarto 
Wi jaya, 2014 
ada lah tahun 
tidak bertuan 
ka rena tokoh 
politik yang 
bertarung pada 
Pilpres 2009 ti-
dak mungkin 
maju lagi.

Y u n a r t o 
menjelaskan, 
figur politik 
l a  m a  d i m a -
kan usia atau 
terkena aturan 
p e m b a t a s a n 
masa jabatan 
presiden dua 
periode untuk 
tampil di pang-
gung politik 
2014.  Susi lo 
Bambang Yu-
dhoyono su-
dah menjabat 
presiden dua periode dan Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekar-
noputri, kata dia, sudah cukup 
dengan dua kekalahan pilpres. 
Karena itu, tahun ini parpol ber-
lomba-lomba mengelus calon 
presiden (capres).

Partai Demokrat, misalnya, 
mengelus tiga capres sekali-
gus, yaitu Ani Yudhoyono, 
Pra mono Edhie Wibowo, dan 
Anas Urbaningrum. Menurut 
hasil survei partai, Ani berada 
di urut an pertama. “Saya sudah 
sampaikan ke SBY,” ungkap 
Ruhut Sitompul, juru bicara 
Partai Demokrat, kemarin. Na-
mun, Ketua Umum Demokrat 
Anas Urbaningrum tidak mau 
buru-buru bicara capres.

Kehabisan energi
Partai Golkar juga tidak mau 

buru-buru menetapkan capres 
meski saat ini sudah mengelus 

sang ketua umum Aburizal Bak-
rie. Sekjen Partai Golkar Idrus 
Marham menjelaskan bahwa pe-
netapan capres lewat munas.

PKS yang menjadi anggota 
Sekretariat Gabungan (Setgab) 
Partai Koalisi pendukung peme-
rintah juga ikut-ikutan menge-
lus calon presiden. “Kita serius 
mengenai pencalonan pre siden 
ini,” ungkap Ketua Frak si PKS 
DPR Mustafa Kamal, kemarin.

Setgab terdiri dari enam par-
pol, yaitu Partai Demokrat, 
Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, 

dan PKB. Set-
gab bakal ting-
gal kenangan 
karena ang-
gotanya saling 
sikut dan sibuk 
memoles tokoh 
m a s i n g - m a -
sing yang dia-
jukan dalam 
Pilpres 2014.

Iberamsjah, 
pakar politik 
dari Universi-
tas Indonesia, 
menjelaskan 
setgab bakal 
kehabisan ener-
gi untuk ber-
saing sehingga 
k e h i l a n g a n 
orientasi untuk 
menuntas kan 
ker ja  peme-
rintahan. Per-
s a i n g a n  i t u 

mu lai tampak dalam pemba-
hasan undang-undang politik.

Sejauh ini pemerintah dan 
DPR baru menyelesaikan pem-
bahasan revisi undang-undang 
partai politik. Verifi kasi partai 
yang dimulai pada 17 Janu-
ari 2011 memicu tensi politik 
meninggi. Ketua Umum Par-
tai Bulan Bintang MS Kaban 
ber anggapan, verifi kasi ulang 
bagi partai sebagai syarat untuk 
mengikuti Pemilu 2014 adalah 
aturan yang mengada-ada.

Pembahasan revisi undang-
undang pemilu, kata pengamat 
politik Burhanuddin Muhtadi, 
juga bakal memicu rivalitas 
antara partai besar dan mene-
ngah terutama menyangkut 
parliamentary threshold. (Ide/
Rin/Din/CC/*/Ant/X-3)

bhawono@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 2

NASIB Irfan Bachdim di tim na-
sional (timnas) Indonesia belum 
jelas. Sanksi PSSI yang tidak 
membolehkan skuat timnas 
di isi pemain dari klub peserta 
kompetisi Liga Primer Indone-
sia (LPI) membuat penyerang 
ru pawan itu kebingungan.

Irfan terancam tidak bisa ikut 
seleksi timnas U-23 Pra-Olim-
piade yang dimulai 7 Januari 
jika tetap membela klubnya, 
Per sema Malang.

Persema mundur dari keikut-
sertaan mereka di Liga Super 
In donesia (kompetisi paling 
tinggi yang diakui PSSI) melalui 
surat ke PSSI, pekan lalu, dan 
memilih mengikuti LPI, kom-
petisi yang digagas bos Medco 
Arifi n Panigoro.

Deputi Bidang Teknik Badan 

Timnas Iman Arif mengatakan 
pelatih Alfred Riedl siap men-
jalankan seleksi timnas U-23 

jelang Pra-Olimpiade melawan 
Turkmenistan tanpa kehadiran 
Irfan. Bersama pemain timnas 

senior Okto Maniani, Yongki 
Ari Bowo, Kurnia Meiga, dan 
Johan Juansyah, Irfan sudah 
dipastikan masuk seleksi.

“Riedl mengikuti peraturan 
yang ada, sesuai 
PSSI atau FIFA. 
Jadi ,  t idak ada 
masalah (Irfan tak 
ikut seleksi),” ujar 
Iman. 

Selain Irfan, pe-
main Persema lain-
nya, Kim Jeffrey Kurniawan, 
ter ancam tidak ikut seleksi. Pa-
dahal, membela timnas adalah 
impian pemain yang dinatural-
isasi pada 6 Desember 2010 itu.

Irfan dan Kim Kurniawan 
bisa tetap membela timnas jika 
pindah ke klub peserta LSI. 
Bahkan, Pelita Jaya sudah siap 

menampung Irfan asal nilai 
kontraknya cocok.

Di lain sisi, manajemen Perse-
ma juga mengancam Irfan dan 
Kim denda dua kali lipat nilai 

kontrak jika heng-
kang dari Persema. 
Agen Irfan yang 
juga kakak kan-
dungnya, Fardy 
Bachdim, menge-
mukakan adiknya 
masih butuh waktu 

untuk memutuskan.
“Irfan ingin tetap membela 

timnas, hanya masih bingung 
bergabung di LSI atau LPI. Kami 
tidak peduli dengan uang (ni-
lai kontrak). Ini semua tentang 
kepercayaan. Kami sedang men-
cari tempat terbaik bagi Irfan,” 
kata Fardy, kemarin. (*/X-7)

Figur politik lama 
dimakan usia atau terkena 
aturan pembatasan masa 
jabatan presiden untuk 
tampil di 2014.’’
Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika

PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menya-
jikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehi-
dup an politik yang sungguh-sungguh demokratis. 
Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih 
dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan se-
buah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi 
konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi 
substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut 
sebagai tahun paling suram dalam perjalanan de-
mokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena 
di tahun tersebut politik transaksional atau politik 
barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya 
Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendu-
kung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik 
demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. 
Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar 
kesamaan ideologi, melainkan kesamaan kepen-
tingan kekuasaan belaka.

Setgab adalah kerumunan elite parpol yang sa ling 
bertransaksi dan ber-
bagi kue kekuasaan dan 
melanggengkan kekua-
saan itu. Bukan tidak 
mungkin mandeknya 
kasus-kasus raksasa 
seperti bailout Bank 
Century dan mafi a pa-
jak adalah akibat ulah 
politik barter.

Juga, sangat mung-
kin berbagai undang-
undang dan kebijakan 
penting di negeri ini 
lahir melalui politik 
transaksional tersebut. 
Dan, hampir pasti banyak pejabat publik menduduki 
kursi kekuasaan atas dasar transaksi atau barter 
politik.

Jika politik transaksional masih beroperasi, jangan 
berharap di tahun 2011 ini hukum dapat ditegakkan 
untuk menuntaskan skandal Century, mafi a pajak, 
dan kasus-kasus besar lainnya. Juga, jika politik 
barter masih merajalela, jangan berharap lahir kebi-
jakan dan undang-undang yang berpihak kepada 
de mokrasi, kepada rakyat.

Bila tahun ini kabinet dirombak ketika politik 
transaksi masih mencengkeram, jangan juga berha-
rap para profesional akan duduk dalam kabinet 
hasil reshuffl e.

Kita membutuhkan kontrol politik yang cermat 
agar politik transaksional tidak merajalela. Bukankah 
demokrasi mensyaratkan kontrol politik sebagai in-
strumen pengimbang kekuasaan?

Partai oposisi dan masyarakat madani perlu me-
lakukan konsolidasi demokrasi agar kontrol politik 
berlangsung efektif.

Kita harus menjadikan tahun 2011 sebagai tahun 
konsolidasi demokrasi.

Hanya dengan konsolidasi demokrasi, politik di 
negara ini akan beralih dari politik transaksional 
menuju politik transformatif yang berpijak dan ber-
pihak pada kepentingan rakyat.

Demokrasi di negeri ini sungguh-sungguh telah 
beranjak dari demokrasi prosedural menuju demo-
krasi substansial hanya jika praktik politiknya telah 
berpijak dan berpihak pada kepentingan publik, 
bukan kepentingan kekuasaan belaka.

EDITORIAL

Konsolidasi
Demokrasi

ILMUWAN Amerika Serikat mengumumkan hasil pe-
ne litian yang mengejutkan dengan 
menyatakan puncak kemampuan 
manusia untuk mengenali dan 
mengingat wajah seseorang be-
rada di antara usia 30 hingga 34 
tahun, sekitar satu dekade lebih 
lama jika diban dingkan dengan 
perkembangan kemampuan 
mental.

Penemuan sebelumnya menya-
takan kemampuan mengenal wajah 
dikategorikan lambat pada usia de-
wa sa. Peneliti Laura T Ger mi-
ne dan Ken Nakayama dari 
Universitas Harvard dan 
Brad ley Duchaine dari Dartmouth 
College menggunakan tes mengingat wajah berbasis web-
site di internet untuk menguji pengenalan wajah terhadap 
44 ribu sukarelawan berusia 10 hingga 70 tahun. Hasilnya 
nilai tinggi mengingat wajah manusia dipegang sukarela-
wan berusia 30 hingga 34 tahun. (*/Sciencedaily/X-6)

Puncak Kemampuan 
Mengingat Wajah
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PESINDEN DARI
NEGERI SAKURA
Dengan berawal dari kecintaan 
pada musik gamelan, Hiromi Kano 
kini menjadi salah satu pesinden 
terkenal di daerah Jawa. Logat dan 

larasnya tidak kalah dengan pesinden 
Indonesia.

Sosok, Hlm 11

MAN OF
THE YEAR 2010
Bagi La Gazzetta Dello 
Sport, Jose Mourinho punya 
kepribadian unik untuk 
diberitakan. Tak hanya itu, 
prestasinya ketika membesut 
Inter juga mereka hargai.

Olahraga, Hlm 28
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Rivalitas
Politik
semakin
Panas

20 Kota di Australia Karam

Ancaman PSSI Bikin Irfan Bachdim Bimbang

Partai Demokrat mengelus tiga capres, yaitu 
Ani Yudhoyono, Pramono Edhie Wibowo, 
dan Anas Urbaningrum.

TERISOLASI: Sejumlah mobil dan traktor terisolasi oleh banjir yang melanda Emerald, Negara Bagian 
Queensland, Australia, kemarin.

Irfan Bachdim

MI/SUSANTO

Kirimkan tanggapan
Anda atas berita ini

melalui e-mail: interupsi
@mediaindonesia.com

atau mediaindonesia.com 

MI/PANCA SYURKANI

REUTERS/DANIEL MUNOZ

Partai 
oposisi dan 

masyarakat madani 
perlu melakukan 
konsolidasi demokrasi 
agar kontrol politik 
berlangsung efektif.”

PATA AREADI
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Optimisme Pemerintah
di Tahun Kelinci

Mirip zaman Kolonial
ADA yang bilang pendapatan Indonesia dominan diperoleh 
dari proses gali, keruk, dan tebang. Apa bedanya dengan za-
man kolonial? 

Dewa Gede Permana

Jangan Janji Manis 
PERTUMBUHAN ekonomi meningkat sampai harga cabai rawit 
saja Rp70 ribu per kg dari Rp20 ribu per kg. Rakyat kecil tidak 
memikirkan 20 tahun yang akan datang, tapi yang sekarang 
saja dulu prioritaskan. 

M Rahmat

Butuh Pemimpin Berwibawa
STARTEGI bagaimanapun baiknya, hanya ada gunanya ka-
lau digariskan pemimpin yang berwibawa, tegas, dan berani 
bertindak. Pemimpin harus mendahulukan kemakmuran dan 
martabat rakyat di atas kepentingan-kepentingan pribadi, go-
longan, dan partai-partai yang mendukung pemerintah yang 
dipimpinya. 

Kahar Zakir
      

Jangan Utang
ASAL jangan ngutang lagi.  

Satyabhakti Sonny

Negara Kaya
INDONESIA negara kaya, why not?

Yogi Ardiansyah

Berantas Korupsi Dulu
BANYAK oknum korupsi. Mereka diberantas dulu. Ada per-
tumbuhan, tapi banyak lintah, ya, sama aja bohong. 

Den Noer Haztdy

Betah di Indonesia
JADI betah tinggal di Indonesia. 

Hickmat Maulana

Jangan di Atas Kertas
BERHARAP pertumbuhan ekonomi tidak hanya di atas kertas 
yang banyak polesannya, tetapi juga menyentuh kesejahteraan 
rakyat dan rakyat bisa menikmatinya. 

Markus Sunar Widjaja

Bualan Saja
NYATANYA masih banyak pengangguran dan gelandangan, 
apalagi infrastruktur masih banyak kekurangan, terutama 
suplai listrik yang masih jauh dari memuaskan. Bualan alias 
lip service doang. 

Abdun Dk

Kebanyakan Korupsi
MASIH banyak korupsi jika dibandingkan dengan pemban-
gunan infrastuktur. Ini salah satu penghambat pertumbuhan 
ekonomi. 

Kartiko Yudo

MEMASUKI 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
menebar optimisme dengan menargetkan pertumbuhan produk 
domestik bruto (PDB) beberapa tahun ke depan sebesar US$1 
triliun atau jika dihitung dalam rupiah hampir mencapai Rp9 
biliun.

Pemerintah sangat optimistis angka itu tercapai bila melihat 
pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan yang 
diproyeksikan tumbuh 7%-8%. Apa sebenarnya yang men-
dasari optimisme di tahun kelinci tersebut? Sejumlah pembaca 
memberikan pandangan terhadap tebaran optimisme Presiden 
Yudhoyono, di Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum 
Media Indonesia, dan interupsi@mediaindonesia.com. Berikut 
petikannya.

PENGANTAR

ANTARA   

IBARAT mengurai benang 
kusut, tugas dari Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) pun 
tidak berkurang dari waktu ke 
waktu. Apalagi sekarang korup-
si sudah menyentuh semua 
lini kehidupan masyarakat. 
Hal ini bisa terlihat dari kerja 
Komisi KPK yang menindak 
hampir setiap bagian di pe-
merintahan.

Lihat saja bagaimana KPK 
menetapkan status tersangka 
sejumlah kepala daerah. Bu-
kan cuma kalangan eksekutif, 
legislatif pun kebagian status 
juga dari KPK. Termasuk yang 
sudah menjadi mantan legisla-
tor. Bahkan semakin lengkap 
tugas KPK mengobrak-abrik 
kemapanan dengan melabel-
kan tersangka kepada sejumlah 
penegak hukum. 

Konsep ‘triaspolitika’ pun 
seperti menemukan bentuknya 
di tangan KPK. Sebab korupsi 
bukan lagi domain kalangan 
eksekutif, melainkan juga sudah 

menjadi bagian tidak terpisah-
kan dari legislatif dan yudikatif. 
Jika ditanyakan kepada lem-
baga-lembaga tersebut, bisa 
dipastikan akan diberi jawaban 
serupa bahwa itu dilakukan 
oleh segelintir oknum. 

Memasuki  tahun ketu-
juhnya, KPK berjanji akan 
mengedepankan pembersihan 
dalam tubuh aparat penegak 
hukum. Mengapa hanya pene-
gak hukum?

Padahal, Wakil Ketua KPK 
Bidang Penindakan Bibit Sa-
mad Rianto menyampaikan 
pernyataan ini kepada kha-
layak. Bahkan ia pernah secara 
langsung menyampaikannya 
kepada Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono.

“Kan sudah lama saya sam-
paikan itu. Sekarang ini ada 
tiga komponen bangsa yang 
geram dengan kita (KPK). 
Politik yang hitam, ekonomi 
yang hitam, dan penegakan 
hukum yang hitam,” ujarnya 

saat Hari Antikorupsi Sedunia, 
9 Desember 2010.

Pernyataan yang sama 
kembali disampaikan dalam 
konferensi pers akhir tahun, 
sekaligus ulang tahun ketujuh 
KPK (29/12). Bibit kembali 
memaparkan tiga komponen 

bangsa yang geram kepada 
KPK ini.

“Politik yang hitam akan 
menghasilkan money politic. 
Ini harus hilang. Kalau tidak 
(hilang), susah diberantas oleh 
siapa pun yang di KPK,” te-
gasnya.

Tidak hanya itu, lihat ba-
gaimana banyaknya berbagai 
penyelewengan di sektor 
ekonomi. Ingat bailout Bank 
Century yang tak kunjung 
selesai, suap cek perjalanan 
terkait Deputi Senior Guber-
nur Bank Indonesia Miranda 
S Goeltom, hingga penjualan 
saham PT Krakatau Steel. 
KPK ternyata seperti mene-
mui tembok tebal. KPK bakal 
beker ja lebih keras lagi de-
ngan diperbolehkannya partai 
politik menerima sumbangan 
dari  badan usaha hingga 
Rp7,5 miliar. 

Harapan tidak boleh pupus, 
tekad memberantas korupsi 
pun tidak boleh terhapus. KPK 
harus tetap menjadi garda ter-
depan pemberantasan korupsi 
di pusat dan daerah. Ketika 
banyak pihak meragukan ki-
nerja lembaga hukum negeri 
ini, KPK harus menjawab-
nya dengan prestasi. Semoga. 
(Setyawati/R-2)

MARAKNYA sengketa hasil 
pemilihan umum kepala daerah 
(pemilu kada) membuat Ke-
menterian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) berniat membentuk 
pengadilan khusus pemilu.

Mendagri Gamawan Fauzi 
mengatakan pihaknya sedang 
mengkaji usulan tersebut 
terkait dengan proses peradilan 
penyelesaian sengketa pemilu 
kada 2010 yang harus ditangani 
Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini masih menjadi kajian, 
penjaringan, dan kami men-

dengarkan berbagai pemikiran. 
Memang sengaja dilemparkan 
dulu ke publik untuk menda-
patkan sejumlah alternatif 
pemikiran. Itu untuk masukan 
kami dalam merevisi UU,” ujar 
Gamawan dalam reß eksi 2010 
di Jakarta, Jumat (31/12). 

Menurut Gamawan, terdapat 
berbagai usulan terkait proses 
peradilan sengketa pemilu 
kada, di antaranya mengemba-
likan penanganan kasus terse-
but ke pengadilan tinggi se perti 
sebelumnya maupun pem-

bentukan pengadilan khusus 
pemilu. Sepanjang 2010 sekitar 
74% kasus sengketa pemilu 
kada digugat melalui MK. 

Mengutip keterangan Ketua 
MK Mahfud MD, Gamawan 
mengatakan terdapat 191 kasus 
yang diajukan ke MK dari total 
244 kasus sengketa. Menurut-
nya, MK setuju kasus pemilu 
kada dialihkan ke pengadilan 
lain. “Apakah akan dikemba-
likan pengadilan tinggi, atau 
dibentuk pengadilan khusus 
untuk pemilu, masih kita kaji,” 

tambahnya.
Sebe lumnya ,  Kasubdi t 

Direktorat Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah 
Wilayah IV Kemendagri Sukoco 
mengatakan Kemendagri telah 
mempertimbangkan untuk 
mengategorikan sengketa pemi-
lu kada menjadi dua, yaitu seng-
keta hasil dan di luar hasil.

“Sengketa hasil akan tetap 
diselesaikan MK, sedangkan 
untuk sengketa di luar hasil 
dapat diselesaikan lewat peng-
adilan lain dengan cepat dan 

tanpa mengganggu tahapan 
pilkada,’’ ujar Sukoco.

Wakil Ketua Konsorsium 
Reformasi Hukum Nasional 
(KRHN) Yulianto mengatakan 
buruknya kualitas pemilu kada 
2010 ditandai banyaknya kasus 
pelanggaran.

Adapun Direktur Program 
Perkumpulan untuk Pemilu 
dan Demokrasi Rahmi Sosia-
waty mengatakan pemahaman 
mekanisme penegakan hukum 
dalam penangan kasus pemilu 
kada masih rendah. (*/R-2)

VERIFIKASI ulang 
partai politik (par-
pol) calon peserta 
Pemilu 2014 akan 

dibuka mulai 17 Januari 2011. 
Syarat veriÞ kasi berlaku bagi 
semua parpol baru dan lama, 
besar ataupun kecil, sesuai 
revisi UU Nomor 2 Tahun 2008 
Parpol yang baru disahkan 
DPR.

Untuk kebutuhan itu, Ketua 
Umum Partai Bulan Bintang 

(PBB) MS Kaban mengaku 
harus merogoh kocek sedikit-
nya Rp35 miliar. Pengadaan 
kantor merupakan pos penge-
luaran terbesar bagi partai yang 
berkantor di Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan itu.

“Sangat mahal dan sangat 
berat. Sesuai hasil hitungan 
sementara, kami sudah habis-
kan biaya sebesar Rp35 miliar. 
Tentu saja pengadaan kantor 
dan alat-alat administrasi pa-
ling banyak menghabiskan 
dana,” ungkap mantan Menteri 
Kehutanan itu kepada Media 
Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Kaban mengilustrasikan 
penga daan kantor di tingkat 
pusat yang memakan biaya 
hingga Rp125 juta per tahun. 
Itu baru hitungan biaya penga-
daan satu kantor di Jakarta, 
belum termasuk lima kan-
tor dewan pimpinan cabang 
(DPC), dan kantor perwakilan 
di tingkat kecamatan.  

Saat ini, PBB memiliki 30 

kantor perwakilan di tingkat 
provinsi dan 400-an kantor per-
wakilan di tingkat kabupaten. 

UU Parpol yang baru menun-
tut semua parpol untuk memili-
ki kepengurusan di 33 provinsi, 

75% kabupaten/kota di setiap 
provinsi, dan 50% kecamatan di 
setiap kabupaten/kota. Parpol 
harus mempunyai kantor tetap 
pada tiap tingkatan.

Sebelum direvisi, UU Parpol 
hanya mensyaratkan kepengu-
rusan di 75% provinsi, 50% ka-
bupaten/kota, dan 50% di ke-
camatan. Dihubungi terpisah, 
Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia (PKPI) menyatakan, 
tuntutan veriÞ kasi parpol tak 
hanya menghabiskan biaya, 
tetapi juga waktu dan tenaga. 
“Kantor partai kami ada yang 
menyewa dan ada juga yang 
punya sendiri. Dari situ saja 
seharusnya sudah bisa dilihat 
berapa besar dana yang harus 
kami keluarkan,” kata Wakil 
Sekjen PKPI Rully Soekarta.

Saat ini, prosedur operasi 
standar ketentuan verifikasi 
parpol masih digodok peme-
rintah. “Sudah kita siapkan. Itu 
sudah ada, tinggal kita sempur-
nakan. Apa yang lemah di 2008, 

kita perbaiki di tahun ini,” kata 
Dirjen Administrasi Hukum 
Umum (AHU) Kementerian 
Hukum dan HAM Aidir Amin 
Daud, Jumat (31/12). 

Sementara itu, dalam pidato 
politiknya di awal 2011, Ketua 
Umum Partai Amanat Nasional 
(PAN) Hatta Rajasa meng-
ingatkan agar ide memantap-
kan sistem kepartaian harus 
mempertimbangkan aspirasi 
keterwakilan. Penyelesaian 
paket UU Politik, yang antara 
lain berisi UU Pemilu, bakal 
menjadi puncak perdebatan 
anggota koalisi parpol pendu-
kung pemerintah. Perbedaan 
pendapat ini harus bertemu 
dalam proses diskusi yang 
memenuhi etika koalisi.

Ia mengingatkan koalisi bu-
kan akuisisi salah satu parpol 
dengan parpol lainnya. (*/Ide/
AO/P-4)

soelistijono
@mediaindonesia.com

Pengadaan kantor 
merupakan pos 
pengeluaran 
terbesar bagi parpol 
untuk memenuhi 
ketentuan verifikasi 
sesuai UU Parpol 
yang baru.
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Menuntaskan Tiga Hitam di KPK

Dikaji, Pengadilan Khusus Pemilu Kada

Veri“  kasi Berbiaya Tinggi
PBB Rogoh Rp35 Miliar

PIDATO POLITIK 
AWAL TAHUN: 
Ketua Umum Partai 
Amanat Nasional 
(PAN) Hatta Rajasa 
(tengah) didampingi 
Sekjen PAN Taufik 
Kurniawan (kiri) 
berbicara dengan 
Ketua MPP PAN 
Amien Rais sebelum 
pidato politik awal 
tahun 2011 di Jakarta, 
kemarin. Pidato politik 
Ketua Umum PAN 
Hatta Rajasa tersebut 
ialah dalam rangka 
evaluasi politik 2010 
dan antisipasi peta 
politik dan UU politik 
dari kader PAN. 
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